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Abstract, Child protection is closely linked to the five pillars, namely, parents, families,
communities, governments, local and state governments. All five are independent of each
other as providers of child protection. The Child Protection are all activities to ensure and
protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally in
accordance with human dignity, as well as protection from violence and discrimination. Child
protection strived for every child's rights are not harmed. It complements other rights ensuring
that children receive what they need so they can survive, thrive and grow. But in fact, the
condition of children in Indonesia is still very alarming, especially those dealing with child
labor, street children, and child victims of sexual abuse, sexual exploitation, and commercial
sexual exploitation. In the Children's Protection Act of violation of the protection of children's
rights, in addition to a violation of human rights is also a huge barrier to the survival and
development of children.

Abstrak, Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain
sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar
setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin
bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup,
berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannva kondisi anak-anak di Indonesia masih
sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan
anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak,
selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi
kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Kata kunci : Peranan, Penyelenggara Perlindungan Anak dan Hak-hak Anak

Pendahuluan

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan
bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan
bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-
hak Anak Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
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Konvensi hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak.
Konvensi Hak Anak tersebut mulai beriaku pada tanggai 2 September 1990 melalui
revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989 dan sesuai dengan
ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak
dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.

Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan
kodratnya adalah rentan, tergantung. lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus.
Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik
fisik maupun mental.

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi hak Anak tersebut
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990.
sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi hak Anak dinyatakan
berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya "seharusnya"
Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-
hak anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab
IIT Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur
mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan
pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat
(2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak
anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap
warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak
anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam
usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah
melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan
beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang
nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan
satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling
sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan.
Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan
menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan
tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannva kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat
memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan
anak-anak korban kekerasan seksual, ecksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual
komersial.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan
hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang
yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Berdasarkan latar
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belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah
dalam kajian ini yaitu:

1. Bagaimana penyelenggara perlindungan anak dalam memberikan perlindungan dan
pemenuhan hak-hak anak?

2. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tehadap pelanggaran
terhadap perlindungan hak-hak anak?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif Oleh karena
penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder, Data sekunder dalam penelitian
hukum normatif, meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, enksiklopedi, media
elektronik dan sebagainya

Pembahasan

Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-
Hak Anak

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu
pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan,
seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan
aktual dalam lingkungan sosial.’

Pengertian Dari Apek Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah
SWT yang senan tiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan
negara.Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus
social yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak
dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri®.

Dalam mukaddimah Konvensi Hak Anak 20 November1989 yang telah diratifikasi
oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak
harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap
peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari
berbagi defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah
yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan
berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagi penyandang gelar anak tersebut’.

Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek
sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan
yang mengatur tentang anak.

! Maulana Hasan Wadang, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana,
Jakarta, 2000, halaman 1.

2 Beni Ahmad, Sosiologi Hukum, Pustaka Setia, Jakarta 2007. Halaman 37.

3 Waludi, “Hukum Perlindungan Anak” Maju Mundur,Bandung 2009.halaman 23.
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Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum
terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

a. Anak sebagai subjek hukum
Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang
terikat oleh peraturan perundang-undangan.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak
Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa
sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak ialah:

a. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (equality before
the law)

b. Adanya hak-hak istimewa (privilege) dari pemerintah melalui Undang-Undang
Dasar 1945.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.
Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat,
dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan
bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik
dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan
jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari
janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada
konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensip, maka Undang-
undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak
berdasarkan asas-asas Nondikriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas
hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan
terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam
bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam
bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.*
Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari
masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta
mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh
kembang anak’.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1
angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila
mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang

“Ahmad Kamil dan Fauzan.Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT
RajaGrafindo Persada. Jakarta 2008. Halaman 5.
5 Hardjon, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Eresco, Jakarta, 2007, halaman 5.
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dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20
UUPA tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,
keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung
jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan
kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga
berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana
dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan
tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22
Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur
mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak.
Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak
dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara
hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak
untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan
tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut
diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana
diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan
anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak.

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak
menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga
perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,
lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai
kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk :

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakan dan
minatnya;

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Penyelenggaraan perlindungan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan terhadap anak diselenggarakan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan,
sosial, serta perlindungan khusus kepada anak yang tercantum pada Pasal 59 angka 2
UUPA..

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar
dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-
peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum
bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan
perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan
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bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi
kesejahteraan umum.

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak
karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik
jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta
dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap
menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka
tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah.

Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang
perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya
Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki
kepedulian terhadap perlindungan anak.

Implementasi peraturan perundang-undangan tehadap
pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan
anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbubh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam
ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia
tidak mencantumkan ketentuan mengenai kewajiban anak secara terperinci. Ketentuan
mengenai kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang tersebut adalah kewajiban
dasar manusia secara menyeluruh.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan
kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak
anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara
lain meliputi hak :

a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi;
atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;

c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat
kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan
fisik, mental, spiritual dan sosial;

f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya
dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

g. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan
taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;

h. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;

i. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan
informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan
dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
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j- untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang
sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat
kecerdasannya demi pengembangan diri;

k. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi
maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan,
ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;

l.  untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan
hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

m. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

n. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

o. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari
orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan
memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak
memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas
kebebasannya;

p- untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan
seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan

g mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi
korban atau pelaku tindak pidana.

r. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang
tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak
anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

s. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban
yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Pengaturan tentang hak-hak ada ada dalam beberapa perundang-undangan
Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar
anak yang meliputi:

1. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan
gisi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih balam kandungan, dengan
periksa kandungan, dan lain- lain. Pelanggaranya seperti aborsi, atau melakukan
hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.

2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk
tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, ji ka sakit diobati atau
dibawa kedokter, diberi ASI,di imunissasi. Di bawa ke Posyandu.selain itu secara
Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat
lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak
memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembanganya, dipaudkan, diajari
bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.

3. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat,
menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan
masa depan si anak.

4. Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang
terkait dengan kebutuhan-kebutuhannyaatau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin
sekolah dimana dan jika orgtua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu.
Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipilihkan orang dewasa itu
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belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan
yang dimanusiakan®.

Dilihat dari segi produk hukum, maka implementasi perlindungan atau jaminan
hukum terhadap hak anak di Indonesia sudah memadai hal ini ditandai dengan adanya
beberapa peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang Anak dan telah pula
meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan
yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-
undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana —sini yang menimpa hak-hak anak
Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini :

kekerasan fisik dan psikis
kekerasan seksual

korban penyebarluasan pornografi
eksploitasi ekonomi

anak putus sekolah

anak jalanan

penyalahgunaan napza, dan lain-lan

e

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia ,Hak-hak
anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak
terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minorotas dan
terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi
implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam
bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat
perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi,
eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh
sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.

Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin
pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang
diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme
berdasarkan akhlak mulia.

Penutup
Kesimpulan

Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak,
sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana,
perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan
anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima
apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

¢ Mulyana Kusuma. Hukum dan Hak-hak Anak, CV Rajawali. Bandung 2004.halaman 23.
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Pengaturan tentang hak-hak anak telah terakomodir dalam beberapa perundang-
undangan Negara Republik Indonesia, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan
karena masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia artinya penyelengaara
perlindungan anak belum dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan
martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan,
ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain

Saran

Penyelengara perlindungan anak harus bisa menangani masalah-masalah
pemenuhan hak-hak anak yang maksimal dan Semua penyelenggara perlindungan anak
bangkit bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa mendatang.
Mulailah dengan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai kebaikan universal dan tanamkan
moral dan pendidikan yang berkarekter.
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